
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR L9 TAHUN 2OL7

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BIDANG MII\TYAK DAN GAS BUMI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa- Kabupaten Rembang memiliki sumber daya aramminyak dan gas yang berpotensi untuk dikerola dan
liqalfaatkan glry menunjang pembangunan daerah V*Sberkelanjutan dalam rangka -mewujud-kan 

kesejahteiaai
masyarakat;

bahwa pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas
sebagaimana dimaksud daram huruf a daiat dilakukan
melalui kegiatan usaha hilir oleh badan usaha milik daerah;-

bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2ot4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor g
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atai undang-
undang :Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah, pendirian badan usaha milik daeri.h sebagaimana
dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan peraturan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang pembentukan perusahaan
Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf
c dan huruf d perlu persetujuan Dewan Penrakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan RaLvat Daerah Kabunaten

b.

c.

d.

e.



2' undang-undang Nomor 13 Tahun 1gs0 tentangPembentukan Daerah Kabupaten 
- 
arr"* LingkunganPropinsi Jawa Tengah ;

3' undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tenta,g Minyak danGag Bumi ; -vv^ LvrrLr

4' undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang KeuanganNegara;

5. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

1 Tahun 2004 tentang

6' U,ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo1 tentang penanaman
Modal ;

z. undang-undang Nomor 40 Tahun 2ooz tentang perseroan
Terbatas ;

g. undang-undang Nomor t2 Tahun 201,1 tentangPembentukan peraturan perundang-unJan*,

9. undang-undang Nomor 28 Tahun 2or4 tentang
Pemerintatran. Daera! sebagaimana telah aiuuar, b.b;;.p;kali teraldrir dengan undang-undang womor g rahun 2o1stentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23Tahun 2OL4 tentang pemerintahan O.eit ; 

----

10. peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2oo4 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bu.mi ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor s rahun
?9!6 tentang organisasi d.an Tata Keq'a perangkat Daerah
Kabupaten Rembang ;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan IieduaAtas Peraturan Dewan perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang TataTertib Dewan perwakilan Rarryat Daerah Kabripaten
Rembang.

Memperhaljkan: 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Ra\yat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Jui 2OLT.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juii }OLT,

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rallyat Daerah Kabupaten Rembang
tanggal 21 Juli 2017 .



KEDUA

KETIGA

: Menyerahkan pT:s.es penetapan Rancangan peraturan
sebagaimana diktum pedrnua -ii"p?,t"r*" 

iniPeraturan Daerah Kabulaten Rembang, kepadaRembang .

: Keputusan ini murai berlaku sejak tanggar ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 21 Juti Zdtf

Daerah
menjadi
Bupati


